BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan
kekayaan  daerah dalam  mendukung  pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali atas objek
retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana telah
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor
5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata  Cara  Per-Retribusian Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Retribusi
Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Derah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 7 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki
dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah adalah pelayanan pemberian
Hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang
meliputi:

a. pemakaian Tanah;

b. pemakaian dan penggunaan Bangunan/Gedung;
c. pemakaian dan penggunaan Rumah Dinas Daerah;
d

pemakaian kendaraan, Alat-alat berat, dan Peralatan Laboratorium
Milik Daerah;

e. tenda;
f. kursi.

(2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang
tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

. Ketentuan Pasal 7 huruf ¢ dan huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan ketentuan
sebagai berikut:

a. pemakaian tanah berdasarkan lokasi, luas tanah, peruntukannya, dan
jangka waktu pemakaian;

b. pemakaian bangunan/gedung berdasarkan lokasi, luas bangunan,
fasilitas, dan jangka waktu pemakaian;

c. pemakaian dan penggunaan rumah dinas daerah berdasarkan luas
bangunan dan jangka waktu pemakaian;

d. pemakaian kendaraan/Alat-alat berat berdasarkan pada jenis
kendaraan/alat dan jangka waktu pemakaian;

e. pemakaian peralatan laboratorium Pekerjaan Umum berdasarkan pada
pemakaian alat dan jasa pemeriksaan, sedangkan pemakaian peralatan
laboratorium Kesehatan berdasarkan pada metode pemeriksaan dan
pemakaian alat laboratorium kesehatan;

f. pemakaian tenda berdasarkan ukuran dan jenis tenda serta jangka
waktu pemakaian;

g. pemakaian kursi berdasarkan jumlah kursi dan jangka waktu
pemakaian per- hari.

Lampiran [ huruf D diubah dan ada penambahan 2 (dua) huruf yaitu huruf
E1 tentang Pemakaian Peralatan Laboratorium Pekerjaan Umum dan Huruf
E2 tentang Pemakaian Alat Laboratorium Kesehatan, sehingga
keseluruhan Lampiran I pada Pasal 9 berubah sebagaimana terlampir
dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
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4. Lampiran VIII huruf d angka 1, 2, 3, 4 dan 8 diubah dan ada penghapusan
terhadap 3 (tiga) angka pada Lampiran VIII yaitu angka 6, 7 dan 9,
sehingga keseluruhan Lampiran VIII pada Pasal 77 berubah sebagaimana
terlampir dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Oktober 2014

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

TARMIZI SAAT
Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
FERY INSANI

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.01/2015)
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